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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi pancasila,
yang artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sebagaimana yang
tercantum dalam Pancasila, yaitu sila ke empat “Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Selanjutnya Pasal 1
ayat (2) Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945
juga memberikan penekanan Indonesia sebagai Negara Demokrasi, yaitu
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang
Dasar”. Kedua landasan tersebut secara implisit menghendaki bahwa kekuasaan
tertinggi negara berada di tangan rakyat. Menurut Muhammad Hatta sebagaimana
dikutip oleh Mahmuzar', bahwa pemerintahan ini merupakan pemerintahan yang
paling dekat dengan fitrah hati nurani rakyat.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat diidentikkan dengan penyelenggaraan
pemilihan umum (pemilu). Dengan proses pemilu diharapkan seluruh rakyat dapat
ikut berpartisipasi dalam menentukan pemimpin. Dalam suatu negara demokrasti,
pemilihan umum merupakan sarana untuk memillih wakil-wakil rakyat yang akan

mewakili kepentingannya.

! Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). 23



Pelaksanaan pemilu di Indonesia diagendakan setiap 5 tahun sekali
sebagaimana terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal
7. Pertama kali dilakukan pemilu di Indonesia adalah sejak Tahun 1955.

Sejauh ini, pemilu-pemilu tersebut dapat berlangsung dengan relatif bebas
dan damai. Berdasarkan prestasi Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu itu
tak mengherankan bila Indonesia saat ini disebut sebagai negara demokrasi
terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India.

Dalam sistem demokrasi, ikut serta dalam pemilihan umum merupakan
hak politik bagi setiap warga negara. Hak ini menyangkut hak untuk
menyelidiki/menjajaki alternatif yang ada dan hak untuk berpartisipasi dalam
memutuskan siapa yang akan dipilih.?

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali
disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk
daerah setempat yang memenuhi syarat. Sebelumnya, kepala daerah dan wakil
kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar
hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pilkada (pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah) belum dimasukkan dalam rezim
pemilihan umum (pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada tanggal 1

Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor

? Robert. A. Dahl. Perihal Demokrasi: Menjelajahi Theory dan Praktek Demokrasi secara
Singkat. (Alih bahasa: A. Rohman Zainuddin). (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001). 68



22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) juga
masuk dalam rezim pemilu.

Tepat pada tanggal 09 Desember 2015 dilaksanakan Pilkada yang serentak
diikuti oleh beberapa Kota/Kabupaten se-Jawa Timur, termasuk juga Kabupaten
Mojokerto. Pemilihan ini bertujuan untuk mencari pengganti dari Kepala Daerah
yang lalu untuk memimpin Kabupaten Mojokertopada periode tahun 2015-2020.

Pilkada ini diikuti oleh 3 calon. Calon yang pertama adalah Choirun Nisa-
Arifudinsyah, Mustofa Kemal Pasa-Pungkasiadi, dan juga Misnan Gatot-Rahma
Shofiana. Namun di tanggal 3 November 2015 menurut keputusan MA
(Mahkamah Agung) ada pencoretan pasangan calon Bupati dan wakil bupati
nomor urut 1 yaitu Cabup Choirun Nisa dan Cawabup Arifudinsyah dikarenakan
pasangan calon ini tersandung masalah. Jadi pasangan calon bupati dan wakil
bupati yang bisa maju dalam Pilkada 2015 adalah Mustofa Kemal Pasa-
Pungkasiadi dan Misnan Gatot-Rahma Shofiana.

Pilkada ini dilakukan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto yang
telah memiliki hak pilih. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk ikut
berpartisipasi dalam pemerintahan, dimana hak tersebut merupakan bagian dari
hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat dalam
diri setiap orang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus
dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi baik oleh sesama manusia, pemerintah

maupun oleh negara.



Setiap warga negara mendapat jaminan untuk diperlakukan sama oleh
negara. Dan tidak semua manusia diciptakan sempurna, ada sebagian dari saudara
kita yang harus hidup dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan, salah
satunya adalah disabilitas (difabel/different ability), yaitu setiap orang yang
mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang memiliki hambatan untuk
melakukan aktivitas selayaknya. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab
hilangnya harkat dan martabat disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak
mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik
politik, ekonomi, sosial dan budaya.’

Istilah disabilitas atau difabel pertama kali dicetuskan sekitar tahun 1996
oleh beberapa aktivis di Yogyakarta, yang salah satunya adalah Mansour Fakih.
Penggunaan kata difabel merupakan kependekan dari different abilities people
atau dapat diartikan dengan seseorang dengan kemampuan berbeda’.

Dengan pengertian seperti ini diharapkan masyarakat tidak hanya
memandang para kaum disabilitas sebagai manusia yang serba berkekurangan dan
ketidakmampuan. Para disabilitas bukanlah manusia yang berkekurangan tapi
mereka adalah manusia yang memiliki kemampuan khusus yang berbeda-beda.

Disabilitas tetaplah memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang
sama tanpa adanya diskriminasi. Pemberdayaan dan peningkatan peran para
penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional perlu mendapat perhatian

dan pendayagunaan yang khusus.

3 Zainul Daulay. Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Implementasinya
dalam Kebijakan Pembangunan Daerah yang Inklusifserta Urgensi Perda Perlindungan
Disabilitas. Makalah, Seminar Sehari. Padang: Auditorium Gubernuran Sumatera Barat. 2013. 1

* Bahrul Fuad, “Difabel, Sebuah Simbol Perlawanan Ideologis,” Cak Fu, diakses 1 Juni 2015,
http:/cakfu.info/2010/08/difabel-sebuah-simbol-perlawanan-idiologis/



Kelainan fisik atau mental mengakibatkan gangguan pada fungsi
tubuhnya, sehingga mengakibatkan mereka kesulitan dalam melakukan aktivitas,
termasuk kesulitan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Penyandang
disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik, termasuk
untuk mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada
terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam
kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

Dalam setiap pemilu disabilitas yang telah memenuhi hak pilih seharusnya
menggunakan hak pilihnya agar dapat menyalurkan hak pilihnya. Namun
kenyataannya, penyandang disabilitas tetap merupakan kelompok yang paling
rentan dan termarjinalkan dalam masyarakat. Mereka belum mendapatkan hak
untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar bisa bertindak dan beraktivitas
sesuai dengan kondisi mereka.” Salah satu kesulitan yang dihadapinya dalam
bidang politik adalah ketika pelaksanaan pemilihan umum dalam menggunakan
hak pilihnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan tanggal 3 Desember
sebagai hari penyandang disabilitas Internasional. Peringatan ini ditujukan untuk
memberikan pemahaman tentang penyandang disabilitas serta memberi dukungan
untuk hak-hak serta kesejahteraan penyandang disabilitas.

Tema acara hari penyandang disabilitas Internasional tahun 2015 yakni,
Wujudkan Masyarakat Inklusif Melalui Undang-Undang Penyandang Disabilitas

dan Strategi Multisektoral. Dalam peringatan di Gedung S Ramelan, puluhan anak

>Zainul Daulay. Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Implementasinya
dalam Kebijakan Pembangunan Daerah yang Inklusifserta Urgensi Perda Perlindungan
Disabilitas. Makalah, Seminar Sehari. Padang: Auditorium Gubernuran Sumatera Barat. 2013, 1



penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus mempertunjukkan bakatnya
mulai dari seni tari, menyanyi, band, puisi dan fashion.

Pada acara ini juga dilantik Dewan Pengurus Cabang Persatuan
Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Mojokerto masa bakti 2015-2020
yang dilantik langsung oleh Ketua DPD PPDI Jawa Timur Adi Kurnia Juwanto.
Dalam hari penyandang disabilitas Internasional, Walikota Mas’ud Yunus
berharap para penyandang disabilitas akan semakin berdaya dan semakin
sejahtera.

Walikota Mojokerto mengatakan, “Pemerintah pusat sedang merumuskan
undang-undang bagi penyandang disabilitas, sedangkan Pemkot Mojokerto telah
memiliki Perda yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas. Pemkot Mojokerto terus
berupaya menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam mengakses semua

pelayanan”.’Berikut ini disajikan tabel jumlah penyandang disabilitas di kabupaten

Mojokerto tahun 2015:

Tabel 1.1
Jumlah DPT Penyandang Disabilitas

Kabupaten Mojokerto

Tuna | Tuna | Tuna Tuna | Lainnya
Kecamatan Daksa | Netra | Rungu/ | grahita Total
Wicara
Bangsal 4 4 1 3 5 17
Dawarblandong 12 15 17 15 7 66
Dlanggu 9 19 16 7 42 93
Gedeg 12 5 11 13 4 45
Gondang 4 10 9 4 4 31
Jatirejo 4 1 5 5 3 18
Jetis 8 20 16 3 5 52

Shttp:/beritajatim.com/politik_pemerintahan/253617/melalui_perda, pemkot mojokerto_jamin_h
ak penyandang_disabilitas.html , 19 Februari 2016



Kemlagi 20 8 23 18 15 84
Kutorejo 11 1 10 11 6 39
Mojoanyar 6 3 7 4 4 24
Mojosari 11 11 9 5 25 61
Ngoro 20 18 16 3 10 67
Pacet 5 11 2 3 3 18
Pungging 12 18 12 14 4 60
Puri 22 3 10 9 2 46
Sooko 15 7 7 13 5 47
Trawas 5 5 4 3 2 19
Trowulan 10 10 9 9 4 42
Total 190 163 184 142 142 821
Sumber: Data Pemilih Tetap Pilkada 2015 Kabupaten Mojokerto Online

https://pilkada2015.kpu.go.id/

Dari paparan tabel tersebut diketahui kecamatan Kemlagi menempati
urutan nomor 2 tertinggi jumlah penyandang disabilitas. Oleh karena itu, hak
suara politik penyandang disabilitas harus dipenuhi. Karena sekecil apapun suara
penyandang disabilitas itu akan sangat berpengaruh pada hasil pemilu. Oleh
karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Partisipasi Politik
Penyandang Disabilitas di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Dalam
Pilkada 2015”.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka rumusan
masalahnya adalah:
1. Bagaimanakah partisipasi penyandang disabilitas dalam pilkada di kabupaten
Mojokerto tahun 2015?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas

dalam pilkada di kabupaten Mojokerto tahun 2015?



https://pilkada2015.kpu.go.id/

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuannya adalah untuk:

1.

Mendeskripsikan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pilkada

kabupaten Mojokerto.

2. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik

penyandang disabilitas dalam pilkada kabupaten Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan penpOeliti adalah sebagai berikut:

1.

Keguanaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh cakrawala ilmu dan
wawasan pengetahuan yang lebih mendalam tentang partisipasi politik
penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah. Dalam penelitian ini
adalah hak-hak politik disabilitas dalam pemilihan umum agar mereka dapat
menyuarakan aspirasi mereka tentang politik terutama dalam pemilihan
umum yang bersifat universal seperti Pemilu Presiden atau Pemilu Kepala
Daerah.

Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada para
disabilitas untuk dapat menyuarakan aspirasi politiknya. Sedangkan bagi
pemerintah Kabupaten Mojokerto agar lebih memfasilitasi para disabilitas
dan memberi dorongan bagi para disabilitas untuk terus menyuarakan aspirasi

mereka.



E. Penelitian Terdahulu
Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian dan penyajian yang telah ada,
ditemukan karya ilmiah baik berupa skripsi, thesis, dan buku yang sealur dengan
tema kajian penelitian ini. Berikut hasil usaha penelusuran tentang karya ilmiah
yang berkaitan dengan tema penelitian ini:
1. Nama : Meytisen Hendra Ngongoloy (Universitas Sam Ratulangi Manado,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan)
Judul : Skripsi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum
Legislatif Di Desa Temboan Kecamatan Langowan Selatan
Hasil : Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Desa Temboan secara
umum dapat dikatakan berjalan dengan baik akan tetapi jika dilihat dari
tingkat partisipasi masyarakat pada setiap tahapan yang dilakukan masyarakat
kurang aktif dalam memberikan partisipasi politiknya.
Fokus penelitian tersebut adalah tingkat partisipasi politik masyarakat dalam
pemilu Legilatif di Desa Temboan. Perbedaan antara penelitian tersebut
dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, peneliti akan meneliti tentang
partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Kemlagi Kabupaten
Mojokerto karena menurut disana terdata bahwa banyak penyandang
disabilitas yang tinggal di kecamatan ini.
2. Nama : Syaiful Huda (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas

Syari’ah dan Hukum, Program Studi Jinayah Siyasah, 2014)
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Judul : Skripsi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada 2012
Kabupaten Pati (Studi Kasus Di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil
Kabupaten Pati)

Hasil penelitian: respon masyarakat desa Tegalharjo dalam pemilukada
Kabupaten Pati 2012 cenderung menerima hadirnya money politics.
Meskipun demikian, mereka tetap mau berpartisipasi jika tidak ada money
politics, hanya saja jika diberi uang mereka akan menerimanya. Adapun
faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Tegalharjo
dalam jumlah presentase diantaranya terdapat, faktor hubungan masyarakat
dengan calon (4%), faktor money politics (76%), faktor kondidi sosial
ekonomi (16%) dan faktor sosial politik (4%).

Fokus dari penelitian tersebut adalah peneliti membahas tentang partisipasi
politik masyarakat di Desa Tegalharjo dalam pemilukada tahun 2012 yang
cenderung menerima adanya money politics dalam pemilukada. Sedangkan
perbedaan dengan penilitian yang akan dilakukan adalah peneliti akan
membahas tentang partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan
Kemlagi Kabupaten Mojokerto, meskipun sama-sama membahas tentang
pemilukada namun tetap perbedaannya terdapat pada masyarakat yang
dijadikan obyek penelitian.

. Nama : Khoiri Yaningsih (Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas [lmu
Sosial, Program studi Pendidikan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan

Kewarganegaraan dan Hukum, 2014)
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Judul : Skripsi Aksesibilitas Pemilihan Umum Legislatif 2014 Bagi
Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Hasil Penelitian: Pemilihan Umum Legislatif 2014 bagi penyandang
disabilitas di Kabupaten Sleman belum aksesibel dan masih jauh dari
kebutuhan penyandang disabilitas. Regulasi, prosedur, maupun fasilitas yang
ada belum berpihak pada keberadaan penyandang disabilitas.

Fokus penelitian tersebut adalah hanya membahas aksesibilitas bagi para
penyandang disabilitas dalam pemilu legislatif 2014 di kabupaten Sleman
DIY. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti lebih
membahas tentang bagaimanakah partisipasi politik penyandang disabilitas di
Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dalam Pilkada 2015.

. Nama : Putu Ratih Kumala Dewi (Universitas Udayana Bali, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, 2015)

Judul : (Prosiding Seminar Nasional) Aksesbilitas Partisipasi Politik
Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Di Kota Denpasar.

Hasil Penelitian: KPU Kota Denpasar sudah menjalankan perannya dalam
memberikan aksesibilitas memilih bagi penyandang disabilitas. Beberapa
sarana yang telah difasilitasi oleh KPUD Kota Denpasar antara lain form
pendataan pemilih dengan menyertakan kode jenis disabilitas, penyediaan
template suara braile di setiap TPS, serta sarana penunjang lain bagi
penyandang disabilitas tuna daksa. Upaya yang dilakukan oleh KPUD Kota
Denpasar ini disertai pula dengan sosialisasi kepada kalangan penyandang

disabilitas sehingga menjadi rujukan bagi kalangan disabilitas maupun
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penyelenggara pemilu di Kabupaten lain di wilayah Bali. Hanya saja, pada
konteks ini KPUD Kota Denpasar mengajak partisipasi aktif masyarakat
maupun keluarga untuk mendata secara akurat warga penyandang disabilitas
agar mereka mau dan merasa dimudahkan dalam menggunakan hak suaranya
pada pemilu.

Fokus penelitian tersebut hanya membahas partisipasi politik aksesibilitas
bagi para penyandang disabilitas dalam Pemilu di Kota Denpasar Bali.
Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian diatas
membahas tentang pemilu secara universal sedang penelitian ini lebih fokus

pada Pilkada 2015.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu strategi yang umum dilakukan untuk

mencoba mengumpulkan data serta menganalisanya. Selain itu, dengan

mengaplikasikan metode penelitian yang sesuai akan memudahkan untuk

melakukan atau menyikapi suatu problem yang diteliti.

I.

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian adalah usaha dalam bidang ilmu pengetahuan yg secara sadar
diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru’. Berdasarkan
jenisnya penelitian ini tergolong penelitian kualitatif karena ditujukan untuk
menggali suatu fakta atau informasi. Menurut Bogdan dan Taylor dalam

bukunya Lexy J. Moleong, metodologi penelitian kualitatif adalah suatu

7 Suparmoko, Metode Penelitian Praktis, (Yogyakarta: BPFE, 1996), 1
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prosedur penelitian yg menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau
lisan dari orang-orang dan perilaku yg dapat diamati.®
Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi
tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung
pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan
dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya’.
Berdasarkan pada definisi-definisi ini, dalam penelitian kualitatif peneliti
akan terjun secara langsung terhadap informan yg diteliti, yakni KPU
Kabupaten Mojokerto dan Penyandang Disabilitas Kecamatan Kemlagi.
2. Tahap-tahap Penelitian
a. Tahap Pra Lapangan
Pada tahap pra lapangan ini peneliti melakukan empat kegiatan yaitu,
menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan, meminta perizinan
pihak pemerintah Kabupaten Mojokerto, memilih dan memanfaatkan
informasi serta menyiapkan perlengkapan penelitian.
b. Tahap Pekerjaan Lapangan
Dalam tahap ini ada 3 hal yang harus dilakukan peneliti, yaitu:
1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri.
2) Memasuki lapangan.

3) Berperan dan mengambil serta mengumpulkan data.

¥ Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 3
 Burhan Bungin, Metode Penelitian Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif, (Surabaya:
Airlangga Universitas Press, 2001), 129
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c. Tahap Pengolahan Data
Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dalam
mengelola hasil penelitian.
d. Tahap Penyusunan Data
Adapun tahap terakhir ini adalah penyusunan penelitian, peneliyi
mengkombinasikan masalah yang ditelit, hal ini untuk mendukung
keabsahan peneltian.
3. Sumber Data
a. Primer
Sumber primer merupakan sumber data utama yang sangat
dibutuhkan dalam penelitian ini. Menurut Lofland dalam bukunya Lexy
J. Moleong yaitu sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah
kata-kata dan tindakan. Sumber data utama ini dapat diperoleh ketika
peneliti melakukan wawancara dengan informan dan dapat dicatat
melalui catatan tertulis."
Informan adalah sumber utama dalam penelitian. Adapun
informannya adalah:
1. KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Mojokerto
2. Masyarakat Disabilitas di Kecamatan Kemlagi Kabupaten
Mojokerto.
3. Wali masyarakat disabilitas di Kecamatan Kemlagi Kabupaten

Mojokerto.

1% Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, 112
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b. Sekunder
Yang kedua adalah sumber sekunder,sumber data yang tidak
langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat
orang lain atau dokumen. Jadi data ini dapat diperoleh melalui buku,
jurnal, koran, artikel, browsing internet, dan juga dokumentasi pribadi.
4. Alasan Pemilihan Lokasi dan Waktu Penelitian
Peneliti mengambil tempat dan lokasi penelitian di Kabupaten
Mojokerto. Alasan pemilihan lokasi adalah Kabupaten Mojokerto merupakan
salah satu kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada pada saat itu,
terdengarnya kabar bahwa pemerintah Mojokerto memberikan jaminan untuk
para disabilitas dalam pemilukada. Dari kabar tersebut peneliti ingin
mengetahui bagaimana partisipasi politik penyandang disabilitas disana. Dan
juga dilihat dari banyaknya DPT Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Kemlagi
adalah Kecamatan kedua dengan jumlah penyandang disabilitas terbanyak
diantara 18 Kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Dari 20 Desa yang ada di
Kecamatan Kemlagi, peneliti memilih 2 Desa yaitu Desa Mojojajar dan Desa
Kemlagi yang jadi tempat penelitian.
Sedangkan waktu penelitian dimulai dari minggu keempat bulan April
sampai minggu pertama bulan Juli.
5. Metode Pengumpulan Data
Data memegang peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian, benar
tidaknya data akan mempengaruhi hasil penelitian dan benar tidaknya data

tergantung pada metode pengumpulan datanya. Data yang diperlukan dalam
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penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan metode

wawancara.

a. Metode Observasi
Metode ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk
menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.
Peneliti mengamati fenomena yang relevan dengan pokok bahasan
peneliti, yakni mengenai keikutsertaan disabilitas dalam pemilu di
kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.

b. Wawancara
Metode wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk
bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat
dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu!' Peneliti langsung
terjun ke lapangan, dengan cara menanyakan kepada informan mengenai
partisipasi disabilitas dalam pilkada di Mojokerto.

c. Dokumentasi
Metode Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalau.
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental
dari seseorang.'” Dalam penelitian ini, menggunakan dokumen tertulis
dapat berupa media cetak sebagai bahan bukti yang relevan dengan
penelitian, seperti koran-koran yang memuat pemberitaan tentang topik

pilkada di Mojokerto.

"' Sugiyono. Metode Penelitian Kombinas “Mixed Method”. Bandung: Alfabeta.2011. 231
12 Sugiyono. 2011, Ibid, 240
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6. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini, pengambilan sampel menggunakan
tehknik purposive sampling (dituntut selaras dengan penelitian), karena
penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual
Jadi, maksud sampling dalam hal ini adalah untuk menjaring sebanyak
mungkin informasi dari berbagai macam sumber. Dengan demikian tujuannya
bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya
dikembangkan ke dalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci
kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik. Maksud dari
sampling ini ialah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari
rancangan dan teori yang muncul.

Informan penelitian merupakan orang yang memberikan informasi,
sumber informasi, dan sumber data atau disebut juga subjek yang diteliti,
karena ia bukan saja sebagai sumber data, melainkan juga aktor pelaku yang
menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian berdasarkan informasi
yang diberikan. Untuk mengetahui informasi lebih dalam maka peneliti
menggunakan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Mojokerto, Wali
penyandang disabilitas, serta Masyarakat penyandang disabilitas baik laki-
laki ataupun perempuan yang terdaftar sebagai pemilih dalam pilkada di
Kecamatan Kemlagi.

7. Tehnik Analisis Data
Analisis data pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran

umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti objek penelitian.
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Analisa data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisa
berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi
hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut,
selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya
dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut ditolak atau diterima berdasarkan
data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara
berulang-ulang dengan tehnik triangulasi ternyata hipotesa diterima maka
hipotesis akan berkembang menjadi teori."

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif dan
dijabarkan secara sistematis nantinya. Adapun dengan menggunakan Reduksi
Data, Kategorisasi, dan Sintesisasi. Yang pertama Reduksi data yakni
mengidentifikasi data yang sesuai dengan fokus dan masalah penelitian, yang
kedua Kategorisasi, merupakan teknik analisis data berupaya memilah-milah
kepada bagian data yang memiliki kesamaan, dan yang ketiga Sintesisasi,
setelah data ditemukan kesamaannya maka data dicari kaitan antara satu
kategori dengan kategori yang lainnya, sedangkan kategori yang satu dengan
yang lainnya diberi nama/label.

8. Tehnik Keabsahan Data
Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Teknik keabsahan data perpanjangan keikutsertaan, disini peneliti dalam
pengumpulan data karena peneliti disini harus ikutserta dalam

memperoleh data yang valid.

13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta CV, 2010, 245
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2) Teknik keabsahan data ketekunan/keajegan pengamatan, peneliti disini
harus juga tekun untuk mencari data yang valid serinci mungkin yang
nantinya peneliti nantilebih bersifat terbuka.

3) Teknik keabsahan data hasil pemeriksaan sejawat melalui diskusi, diskusi
merupakan tenik keabsahan yang hampir terakhir, dikarenakan data yang
ditemukan nanti masih didiskusiakn dengan rekannya dan teknik
keabsahan data uraian rinci.

4) Teknik keabsahan data yang terakhir adalah uraian rinci, peneliti sangat
strategis dalam menekuni hasil dari temuan data dicari serinci mungkin
sesuatu yang relevan dengan pokok bahasan.'*

9. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai
pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai
waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan
waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah
diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi teknik dilakukan dengan cara
mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dan
triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan
wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.
Sugiyono  memaparkan triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara

mengecek hasil penelitian.

' Lexy J. Moleong. 2007, Ibid, 327-336.
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan
teknik dimana peneliti mengecak data yang telah diperoleh dari beberapa
sumber (informan), hingga data tersebut bisa dinyatakan benar (valid) dan
juga melakukan observasi serta dokumentasi diberbagai sumber.

G. Sistematika Pembahasan
Agar lebih sistematis dan memudahkan untuk memahami hasil penelitian
ini, maka penelitian ini akan ditulis dalam lima bab yang saling berkaitan antara

satu dengan yang lainnya.

BAB 1, Pendahuluan. Yang merupakan gambaran umum dan pengantar
pembahasan terdiri atas, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan

sistematika pembahasan.

BAB II, Kerangka Teori. Dalam bab ini dibagi menjadi dua bagian, bagian 1)
konsepsi mengenai partisipasi politik; 2) memaparkan pengertian disabilitas; dan

3) memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik.

BAB 1lI, Setting Penelitian. Yang terdiri dari deskripsi lokasi penelitian dan
pemilihan lokasi penelitian serta proses partisipasi politik. Sehingga kemudian

bisa digunakan sebagai gambaran dasar dalam menganalisa temuan.

BAB IV, Penyajian dan Analisis Data. Yang terdiri dari deskripsi temuan di

lapangan, serta pembahasan yang berisi tentang analisis antara temuan dan teori.

BAB V, Penutup. Yang berisi tentang kesimpulan serta dilengkapi dengan

pernyataan rekomendasi dan saran.



